
 

50 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1. Simpulan  

 Peran KPU Kota Mojokerto dalam pemilihan umum kepala daerah 2024 

telah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan rancangan program yang dibuat. 

Program sosialisasi KPU ditetapkan berdasarkan kelompok sasaran yang telah 

ditetapkan oleh KPU. Kelompok sasaran khusus seperti pemilih pemula, pemilih 

veteran maupun pemilih disabilitas dikenai program dan metode khusus dalam 

pelaksanaannya. 

 Pada program sosialisasi terhadap pemilih disabilitas telah dilakukan oleh 

KPU Kota Mojokerto pada tanggal 20 Oktober 2024 di Rumah Makan Jimbaran. 

Peserta yang hadir pada program sosialisasi tersebut adalah 60 orang yang 

merupakan perwakilan dari setiap daerah. Materi diberikan oleh bapak Zahroni 

selaku Komisioner KPU bidang partisipasi masyarakat periode sebelumnya dibantu 

seorang penerjemah bapak Fatwa agar materi dapat diterima peserta dengan baik. 

 Berdasarkan analisisis Teori peran Biddle dan Thomas, peran KPU Kota 

Mojokerto dalam program sosialisasi kepada pemilih disabilitas bisa dikatakan 

cukup baik. Pada indicator batasan apa yang telah dilakukan KPU Kota Mojokerto 

dalam program sosialisasi pemilih disabilitas telah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dengan memenuhi standart yang dibutuhkan untuk kelompok 

sasaran. 
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 Indikator Action atau tindakan dalam melihat peran KPU Kota Mojokerto 

dalam sosialisasi terhadap pemilih disabilitas bagi peneliti masih kurang efektif 

karena hanya dilakukan 1 kali dan cakupan peserta yang masih sedikit dikarenakan 

banyak perwakilan yang telah diundang belum bisa hadir karena keterbatasan yang 

harus mereka hadapi untuk menghadiri kegiatan sosialisasi tersebut. 

 Peran KPU Kota Mojokerto berdasarkan indicator umpan balik juga bisa 

dikatakan belum efektif. KPU Kota Mojokerto baru melakukan evaluasi umpan 

balik secara internal saja belum melibatkan pihak luar yang menjadi sasaran target 

sosialisasi tersebut. Evaluasi umpan balik yang melibatkan pihak luar akan lebih 

efektif bagi KPU Kota Mojokerto dalam menampung pendapat dan perbaikan 

kedepannya. 

4.2. Saran 

 Peneliti melihat bahwa perlu dilakukan pendekatan metode yang berbeda 

oleh KPU Kota Mojokerto dalam kegiatan sosialisasi seperti pendekatan 

kewilayahan mengingat disemua wilayah kota mojokerto terdapat pemilih 

disabilitas. Pendekatan ‘jemput bola’ atau KPU yang hadir ditengah-tengah pemilih 

disabilitas juga menjadi pilihan penting bagi KPU untuk meningkatkan jumlah 

partisipasi masyarakat. 
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